
PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 0S/pU/2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNI}'ERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA

Rf, KTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat fakultas di lingkungan
Universitas Negeri yogyakarta, perlu disusun organisasi din iata
kerjanya.

b.

Mengingat : l.

7.

bahwa Organisasi dan Tata Kelja Senat Fakultas dimaksud perlu
ditetapkan dengan peraturan universitas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional;

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI

a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang pendirian IKIP yogyakarta
b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP yogyakarta menjadi

Universitas Negeri Yogyakarta;
c. Nomor 240lM Tahun 2003 tentang pengangkatan Rektor Universitas

Negeri Yogyakarta.
3. Kcputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27410/1999

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Nomor 003/0/2001 tcntang Statuta Universitas

Negeri Yogyakartai
5. Peraturan Universitas No.02lPU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Memperhatikan : l.
2.

Senat Universitas.
Keputusan Rektor UNY No. 207 Tahun 2000 tentang pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Melaksanakan Tugas Kegiatan
dan Penandatanganan Surat Keputusan dan Sumt-surat lainnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Fakultas dan Lembaga
Universitas Negeri Yogyakarta.

Masukan dari komisi senat universitas dan senat fakultas.
Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal lj ApilzOO4

Menetapkan

Pasal I

Dalam peratumn ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Fakultas adalah fakultas di li[gkungan universitas.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KER.IA SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
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4. Dekan adalah deka[ fakultas di lingkungan universitas.
5. Senat adalah senat fakultas.
6. Komisi adalah Komisi Senat.
7. Juusan adalah jurusan yang ada di fakultas di lingkungan universitas.
8. Dosen adalah dosen biasa jurusan di fakultas di lingkungaa universitas yang telah memiliki

Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).
9. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang me[gatur tentang segala

sesuatu yarg berkenaan dengan organisasi dan tata keda se[at.
10. Pertimbangan adalah pendapat senat yang menrpakan masukan terhadap gagasan atau

mncangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat senat.
11. Persetujuan adalah pendapat dan/atau keputusan senat yang bersifat menerima atau tidak

menerima su.ltu gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat
pleno senat.

12. Pengesahan adalah penetapan senat terhadap usulan keputusan yang telah me[dapatkan
persetujuan oleh pihak terkait.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS SENAT

Pasal 2

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas.

Pasal 3
Senat mempunyai tugas:
a. merumuskan dan mengesahka[ kebijakan dasar pengembangan fakultas, juusan, dan

program studi;
merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
merumuskan kebijakan layanan akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasarna;
menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan, pada setiap akhir tahun dan akhir masa tugasnya:
memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diangkat menjadi dekan dan
pembantu dekali
memberikan pertimbangan berkenaan dengan usulan kenaikan jabatan dosen sampai dengan
Iektor;

b.

c.

d.

t

h. memberikan pertimbangan berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun dan
pengusulan Guru Besar Emeritus;

i. memberikan pengesahan berkenaan dengan calon-calon yang akan diangkat menjadi ketua
jurusan, seketa sjurusan, ketua progran studi, dan ketua labomtorium,/bengkeVstudio;

j. memberikan pengesahan calon Anggota Senat Udversitas wakil dosen fakultas dar Anggota
Senat wakil dosen jurusar.

k. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;

l. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelanggaran terhadap sumpahjabatan sebagai
pegawai negeri sipil.

xoarccBdiflrN srxrr
Pasal 4

(1) Anggota Senat terdiri atas :

a. Anggota Tetap yaitu Guru Besar yang telah dikukuhkan dan Gwu Besar Eme tus;
b. Anggota Ex ofricro yaitu Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan;
c. Anggota Wakil Dosen Jwusan yaitu Anggota Senat wakil dosenjurusan.
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(2) Masa tugas Anggota Senat :

a. Anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh dekan dan
berakhir pada saat yang bersangkutan sudah tidak aktif sebagai dosen fakultas;

b. Anggota Ex oJJicio memillki masa tugas sejak yang bersangl-utan dilartik sebagai
Dekan, Pembantu Dekan, atau Ketua Jumsan sampai dengan masa tugas tambahannya
berakhir;

c. Anggota Wakil Dosen Jurusan memiliki masa tugas sejak yarg bersangkutan
ditetapkafl oleh dekan sampai dengan ditetapkannya Anggota Senat wakil dosen jurusan
yang baru

BAB IV
ORGANISASI SENAT

Pasal 5

Organisasi senat terdiri atas :

a. Ketua;
b. Seketaris ;
c. Anggota:
d. Komisi;

1) Ketua ;
2) Seketaris;
3) Anggota.

Pasal 6

(1) Ketua Senat adalah dekan.
(2) Ketua Senat bertugas memimpin dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana disebut pada

pasal 3.
(3) Kehra Senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 7

(l) Seketaris Senat adalah seorarg Anggota Senat yang dipilih oleh dan di antam Anggota
Senat,

(2) SeL-reraris Senar bertugas :

a. mendampingi Ketua Senat dan melaksanakan tugas harian senat.

b. befiindak atas nama Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal
Ketua Senat berhalangan

(3) Masa tugas Seketaris Senat sama dengan masa tugas Ketua Senat dan dapat dipilih kembali.

Pasal 8

( I ) Senat dapat membentuk komisi sebanyak yang diperlukan sesuai deflgan tugas senat.
(2) Apabila senat membertuk komisi Anggota Semt hanrs menjadi salah satu Anggota Komisi

sesuai dengan pilihannya.
(3) Sekretaris Senat men;tsun daftar Anggota Komisi dengan mempertimbangkan perimbangan

jumlah arggota komisi.
(4) Jenis dan tugas komisi ditentukan oleh senat.

Pasal 9

(1) Senat dapat membentukpanitia ad hoc yang arggotanya bemsal dari Anggota Senat
(2) Apabila diperlukar anggota panitia dd,oc dapat ditambah dari luar Anggota Senat sesuai

dengan kebutuhan.
(3) Panitia ad hoc sebagaimana disebut pada ayat (l) dan ayat (2) diangkat dengan suat

keputusan Dekan/Ketua Senat.
(4) Paritia ad hoc melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat pengangkatannya.



(r)
(2)

(3)
(4)

rArA .ARA pEMr?lf.In *rrn.**on
ORGANISASI SENAT

Pasal l0

Pemilihan Seketaris Senat dilaksanakan dalam mpat pleno senat.
Pemilihan dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat sebagai pemimpin Rapat dan didampingi oleh

f]*_.:il qCC"f S.nar scbagai Sekr-eraris Raparietetut, ,"naupurl"rr.rrf u"n r"upu,.( aron 5ekretafls Senat diajukan oleh Dekan unrul mendapa*an persenrjuan senat.
Pemilihan calon Sekeiaris Senat sedapat mungkin aiusut *an aengrri -rrsyawarah untuk
mufakat.

(5) Apabila tidak mungkin diambil keputusan sebagaimana disebut pada ayat (4), maka
pemilihan dilakukan dengan pemlrnguEn suara.

(6) CaJon yang memperoleh suara rerbanyak ditelapkan sebagai sekelaris senal.(7) Calon Seketaris Senat sanggup melaksanakan tugas sehari-hari memimpin Seketariat
Senat.

(8) Seketaris senat ditetapkan dengan keputusar dekar.

pasal l l

Ketua dan Seketaris Komisi dipilih setelah keanggotaan komisi temusun.
Rapat komisi dipimpin oleh salah seorang A[ggota Komisi setelah mendapat persetujuan
rapat.
Ketua dan Seketaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.
Ketua, Seketa s dan Anggota Komisi ditetapkan dengan keputusan Dekan.
K€tua dan Seketaris Komisi mempunyai masa tugas sejak yang bemangkutan ditetapkan
oleh Dekan sampai dergan ditetapkannya Ketua dan Seketaris Komisi yang baru.

(r)
(2)

(3)
(4)
(5)

KEGIATANBXTITA KERJA

Pasal 12

( 1) Kegiatan senat meliputi mpat-rapat dan kggiatan lain yang sesuai dengafl hLrgasrya;
(2) Rapat senat terdiri atas mpat pleno, rapat komisi, dan rapat antarkomisi;
(3) Rapat antar komisi dihadiri oleh Ketua dan Seketaris Komisi dan unsur lain sesuai

keperluan.

Pasal 13

(l) Rapat pleno senat diselenggarakan sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
atau sesuai keperluan.

(2) Agenda mpat disusun oleh Seketaris Senat atau Seketaris Komisi Senat.
(3) Perubahaa, penambahan, dan pengurangan agenda mpat diusulkan oleh Arggota Senat

setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
(4) Undargan rapat senat disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua Senat atau Seketaris Senat

dan dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat
diselenggarakan.

(5) Apabila dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan dapat menyimpang sebagaimana
disebut pada ayat (4).

(1)
(2)

pasal 14

Rapat komisi diselenggarakan menurut keperluan.
Rapat panitia ad hoc dilaksanakan menurut keperluan.

4
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(3) Agenda mpat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan (2) disusun oleh ketua komisi, atau
kena penitta ad hoc.

(4) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda rapat diusulkan oleh Anggota Komisi
setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.

(5) Undangan mpat sebagaimana disebut pada ayat (l) dan (2) disiapkan dan ditandatangani
oleh Ketua atau Seloetaris Komisi atau ketua panitia ad hoc dikirim kepada para anggota

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.
(6) Apabila dalam keadaan mendesak, pengiriman undangan dapat menyimpang sebagaimana

disebut pada ayat (4).

Pasal 15

(l) Rancangan perumusan kebijakan, peraturan, usulan kegiatar, dan hal-hal lain yang dianggap
perlu disusun oleh komisi, antar komisi, atau panitia ad hoc, di dalam rapat sebagaimana

disebut pada pasal 14 dapat diusulkan untuk dimasukkan ke dalam agenda rapat pleno
senat-

(2) Dalam mengajukan usulan agenda mpat pleno senat perlu memperhatikan batas waktu ya[g
berkaitan dengan materi usulan tersebut.

(3) Penentuan p oritas pembicaraan usulan sebagaimana disebut pada pada ayat ( 1) disahkan di
dalam rapat pleno senat.

Pasal 16

(l) Anggota Senat yang hadir dalam rapat mempunyai hak berbicara, mengemukakan pendapat,

memilih, dan dipilih.
(2) Rapat senat dapat dilaksanakan apabila telal memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya

dihadiri oleh 2/3 (dra pert).ga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang

terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung sifat mpat.

(3) Apabila kuorum tidak terpcnuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian

dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
(4) Apabila kuorum telah terpenuhi mpat dilanjutkan dan Anggota Senat yang datang terlambat

dipe6olehtan atau tidak diperbolehkan masuk rua[g rapat tergantung sifat rapat.

(5) Anggota Senat dan undangan yang hadir di dalam rapat harus merahasiakan materi
pembicaraan yang menurut sifatnya dan/atau menwut keputusan mpat harus dirahasiakan.

(6) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat pleno, komisi, atav panttta ad hoc

memberitahukan kepada Dekan/Ketua atau Seketaris Senat, atau Ketua/Sekietaris Komisi
secara tertulis atau lisan.

(7) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat pleno yang menghasilkaa suatu keputusan

dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal l7

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah

untuk mufakat.
(2) Apabila tidak mungkin diambil keputusan sebagaimana disebut pada ayat (1) maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara.

(3)
(4)

(s)

Pemungutan suam dilakukan oleh arggota sesuai kesepakatan.

Pengambilan kcputusan dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila memperoleh

jumlah suara minimal % (setengah) darijumlah Anggota Senat yang hadir ditambah I (satu).

Apabila pengambilan keputusan dengan pemungutan suara tidak dapat memenuhi jumlah

sebagaimana disebut pada ayat (4) keputusa[ diambil atas dasar suara terbanyak.

(6) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam pengambilan keputusan melalui

pimungutan suara sebagaimana disebut pada ayat (5) maka pemungutan suara diulang

sampai diperoleh jumlah suara berbeda.
(7) Pemungutan suara untuk mengambil keputusan dilakukan dengan rahasia

(8) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah maupun dengan pemungutan

suara harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Pasal 18

( 1) Semua pokok pembicaraan dan keputusan rapat pleno dicatat oleh Seketaris Senat.
(2) Hasil rapat pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua Anggota Senat pada rapat

pleno senat berikutnya.

Pasal 19

(l) Pemberian pedmbangan, persetujuao, atau pengesahan senat dilaksanakan dalam mpat
pleno senat.

(2) Usulan rancangan da berbagai pihak diajukan secara tertulis kepada Dekan4(etua Senat
untuk dibicarakan di dalam rapat ple[o senat.

(3)

(4)

Usulan pengangkatan pejabat tertentu diajukan oleh Dekan/Ketua Seflat dalam rapat pleno
senat untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan.
Dekan4(etua Senat dapat secara langsung memintakan pertimbangan, persetujuan, atau
pengesahan dalam rapat pleno senat atau menentukan untuk dibahas lebih mendalam oleh
komisi yang sesuai.

(5) Apabila gagasan, mncangan, atau usul pe[gangkatan tersebut perlu dibahas di dalam rapat
komisi, maka komisi yang bersangkutan menyelenggarakan rapat sebelum rapat pleno senat
berikutnya.

(6) Laporan rapat komisi sebagaimana disebut pada ayat (5) selanjutnya dibahas dalam rapat
pleno senat untuk mendapatkan pefiimbangan, persetujuan, atau pengesahan.

(7) Pengambilan keputusan atas mncangan atau usulan pengangkatafl sebagaimana disebut pada
ayat (2) dan (3) dilakukan menwut ketentuan sebagaimana disebut pada pasal 17.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 20

Jumlah Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jumsan dan tata cara pemilihannya ditetapkar
dengan peraturar universitas.

Pasal 21

( 1) Senat mengusulkan rencana anggamn untuk pembiayaan kegiatan setiap awal tahun.
(2) Seketaris Senat, Ketua Komisi, dan Seketaris Komisi mendapat honorarium bulanan sesuai

dengan ketentuan dalam surat kepuhJsan dekan.
(3) Setiap Anggota Senat yang hadir dalam mpat-rapat mendapat uang tmnsport sesuai dengan

ketentuan dalam keputusan Dekan
(4) Anggota panitia ad &oc mendapat honorarium sesuai dengan ketentuar dalam surat

keputusan dekan tentang pengangkatannya

Pasal22

(l) Setiap Anggota Semt wajib melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketefltuan yang
diatur dalam perah[an ini.

(2) Anggota Se\at ex-ofrcio atau wakil dosen jurusan yang berhalangan tetap diberhentikan
sebagai Anggota Senat dan diganti dengan Anggota Senat antar waktu, yarg penetapannya
dilaLukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) Anggota Senat yang berhalangan sementara diberhentika[ sementaxa sebagai Anggota Senat
dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan telah aktif di fakultas dan prosedur
penghentiannya melggu[akan cara-cara yang bijaksana.
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Pasal 23

(1) Koordinasi^kegiatan serat dengan unit-unit struktural pada fakultas menjadi tanggung jawab
Seketaris Senat dan dilakukan sesuai dengan kesepikatan yang telah di setu;ui Gsama
dalam Prosedur Operasi Baku (pOB) antara senat dan unit_unit terkait.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peratuan ini akan diatur kemudian dengan peraturan
tersendiri

(3) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas
persetujuan tertulis dari dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB IX
PENUTIIP

Pasal24

(l) Organisasi dan tata kerja senat ini menjadi acuan bagi organisasi dan tata kerja senar.
(2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Universitas No. I l/pu/1999 tentang

Organisasi dan Tata Keda Senat Fakultas dan ketentuan lain yarg bertentalgan dengan
peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan id berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 26 rr.1 200t1

.fh\
(>CLUnu^** --/ Prof. Suyanto. Ph.Dal

lL NtP 130606317 /
Tembusan:
l. Para Pembantu Rektor;
2. Seketaris Senat Universitas;
3. Anggota Senat Universitasi
3. Para Dekani
4. Para Kepala Bagian.
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